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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian terkait fakta-fakta yang diperoleh selama 

melaksanakan penelitian, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Bahwadasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

Pengadilan Negeri Limboto Nomor 59/PID.B/2014/PN.Lbt dan putusan 

Nomor 24/PID.B/2015/PN.Lbt  tentang pencabulan anak dibawah 

umurdilakukan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, kesaksian 

para saksi, alat bukti dan hal-hal yang memberatkan maupun yang 

meringankan bagi terdakwa.  

2. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi dasar pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 

59/PID.B/2014/PN.Lbt dan putusan Nomor 24/PID.B/2015/PN.Lbt 

tentang pencabulan anak di bawah umur adalah bahwa hakim memiliki 

pertimbangan-pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan pidana 

terhadap terdakwa. Selain pertimbangan pidana tersebut, hakim juga 

mempertimbangkan tuntutan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, 

mereka menuntut agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap 

terdakwa dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya 

sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat 

terpenuhi.Hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya 
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pidana yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-

undang hanyalah maksimum dan minimumnya sehingga keleluasaan 

itulah yang bisa membuka celah terjadinya sanksi pidana yang berbeda 

meskipun pasal yang diterapkan bisa sama. 

5.2 Saran 

Memperhatikan kesimpulan yang diuraikan peneliti di atas, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Kedepannya agar majelis haklim dalam menerapkan sanki pidana tetap 

menjaga netralitas dan profesionalitas sehingga putusan yang 

dikeluarkan benar-benar memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa 

maupun korban itu sendiri. 

2. Dalam perkara tersebut sebaiknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Limboto menjatuhkan putusan yang seberat-beratnya terutama kepada 

terdakwa pelaku tindak pidana asusila pada anak  sehingga memberikan 

efek jera kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukan olehnya dan 

menghindari adanya disparitas. 

3. Pada kasus tersebut Majelis Hakim memiliki fakta-fakta hukum 

tersendiri yang ditemukan selam proses persidangan. Mengingat bahwa 

anak adalah generasi penerus bangsa sebaiknya pelaku di hukum 

setimpal dan diberikan sanksi yang lebih berat. 

4. Sebelum Majelis Hakim memutus perkara, sebaiknya hal-hal yang 

meringankan terdakwa dikesampingkan terlebih dahulu, sehingga hal 

tersebut tidak akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus 



 

53 

perkara dan sanksi yang diberikan dapat memberikan efek jera 

mengingat dalam kasus tersebut yang menjadi korban adalah anak. 

5. Majelis hakim harus benar-benar memberikan saksi pidana sesuai fakta-

fakta hukum yang berlaku demi menjunjung tinggi harkat dan martabat 

Bangsa Indonesia sebagai negara hukum. 
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